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PUTUSAN
Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Sdn

. -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak kumulasi
isbat nikah antara:
PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Pugung Raharjo, 7 Agustus 1971,
umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur,
sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Bandar Agung, 25 November
1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di
Kabupaten Lampung Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di hadapan

sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Februari
2022 telah mengajukan permohonan cerai talak kumulasi isbat nikah,
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor
298/Pdt.G/2022/PA.Sdn, tanggal 2 Februari 2022, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah di
Dusun V, Rt. 025, Rw. 005, Desa Pugung Raharjo, Kecamatan
Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, pada hari Selasa
tanggal 27 Maret 1990;

Hal. 1 dari 24 hal., Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan
wali Nasab adalah NAMA, disaksikan dua orang saksi nikah bernama
XXX dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu
rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah
kediaman bersama di Desa Pugung Raharjo sampai dengan berpisah;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak bernama :

1. ANAK | yang berusia 30 (tiga puluh) tahun;
2. ANAK Il yang berusia 13 (tiga belas) tahun;

5. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah
mendapatkan buku nikah;

6. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan permohonan
cerai talak terhadap istri Pemohon sedangkan Pemohon tidak
mempunyai buku nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut
Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sukadana untuk
mengesahkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002, rumah tangga
Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan
pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya
adalah Termohon sering meminta uang belanja yang lebih terhadap
Pemohon, Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon;

8. Bahwa setiap Kkali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon,Termohon sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan
hati Pemohon, bahkan Temohon pernah pula menyatakan akan
bercerai dari Pemohon;.

9. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon
dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019, penyebabnya
adalah Termohon masih saja sering meminta uang belanja yang lebih
terhadap Pemohon, ketika Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon
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memiliki penghasilan yang pas-pasan, justru Termohon marah-marabh,
terjadilah pertengkaran yag cukup hebat antara Pemohon dengan
Termohon, lalu Permohon pulang ke rumah Anaknya di Desa Pugung
Raharjo, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah
tidak saling memperdulikan lagi, sampai saat ini kurang lebih sudah 2
(dua) tahun 1 (satu) bulan lamanya;

10.Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa
sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga
pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya
Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke
Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang

amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan
Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan di Dusun V, Rt. 025, Rw.
005, Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten
Lampung Timur, pada hari Selasa tanggal 27 Maret 1990

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Sukadana;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil
adilnya;
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir ke hadapan sidang, sedangkan
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Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk
hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas yang dibacakan di
hadapan sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan
ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan
yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar
tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun
upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara a quo, upaya mediasi tidak dapat
dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses
beracara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon,
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan
sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar, karena Termohon
tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, tanggal 22 November

2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut

telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), di-

nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata

sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX, tanggal 26 Januari 2022,
diterbitkan oleh Kepala Pogungraharjo, Kecamatan Sekampung

Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut

telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), di-

nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata

sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX, tanggal 27 Januari 2022,
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diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu

rupiah), di-nazzegelen di Kantor Pos dan dicocokkan dengan

aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda

P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI |, umur 44 (empat puluh empat) tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan
Berkebun, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur. Bahwa
saksi mengaku sebagai Tetengga Pemohon, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yaitu istri Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan
pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 27
Maret 1990 di Pogungraharjo, Kecamatan Sekampung Udik,
Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon
tersebut;

- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon
adalah NAMA, ayah kandung Termohon. Pernikahan tersebut
dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama
XXX, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00
(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon terdapat
ijjab dan qgabul antara NAMA, sebagai wali nikah dengan
Pemohon;

- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon
berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas kehendaknya
sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan
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darah, semenda dan sesusuan, serta tidak ada masyarakat
yang mempermasalahkan pernikahan keduanya;

- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan
perempuan lain, begitu juga dengan Termohon, ia tidak pernah
menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai bukti
pernikahan, karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak
dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikabh;

- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang
berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di
kediaman bersama di Desa Pugung Raharjo;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa sejak tahun 2002 antara Pemohon dan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan
Termohon berselisih dan bertengkar;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon disebabkan Termohon sering meminta uang belanja
yang lebih terhadap Pemohon dan Termohon tidak taat dan
patuh terhadap Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 2
(dua) tahun 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa pada saat ini Pemohon tinggal di rumah anak Pemohon
sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama;

- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon tidak pernah
memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun
tidak berhasil;

2. SAKSI Il, umur 30 (tiga puluh) tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta,
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tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur. Bahwa saksi

mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yaitu istri Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di
Pogungraharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten
Lampung Timur;

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan
Termohon tersebut;

- Bahwa menurut cerita Pemohon wali nikah dalam pernikahan
Pemohon dan Termohon adalah NAMA, ayah kandung
Termohon. Pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang
saksi nikah masing-masing bernama XXX, dengan mas kawin
berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
dibayar tunai;

- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Pemohon dan
Termohon terdapat ijab dan gabul antara NAMA, sebagai wali
nikah dengan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi pada saat melangsungkan pernikahan,
Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah atas
kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada
hubungan darah, semenda dan sesusuan, serta tidak ada
masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan keduanya;

- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah menikah lagi
dengan perempuan lain, begitu juga dengan Termohon, ia tidak
pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai bukti
pernikahan, karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak
dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
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- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang
berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di
kediaman bersama di Desa Pugung Raharjo;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa sejak tahun 2002 antara Pemohon dan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan
Termohon berselisih dan bertengkar;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon disebabkan Termohon sering meminta uang belanja
yang lebih terhadap Pemohon dan Termohon tidak taat dan
patuh terhadap Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 2
(dua) tahun 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa pada saat ini Pemohon tinggal di rumah anak Pemohon
sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama;

- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon tidak pernah
memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun
tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah
diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi
di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan,
pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan mohon agar
dikabulkan oleh Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk
segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara
resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut,
Pemohon hadir ke hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah
hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya,
serta ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang
sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 dan
150 R.Bg., Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo
diperiksa tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan
Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg.
juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya
menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya
dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk pada perkara yang
dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana
dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,

Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing
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Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalikan
Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan
pernikahan menurut tata cara agama Islam. Karena itu, Pemohon dinilai
mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya
menuntut agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Pemohon dan
Termohon, dengan alasan keduanya telah melangsungkan pernikahan
secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum
Islam, serta memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon, dengan alasan sejak awal September 2021
rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara keduanya
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit
untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebabkan Termohon selingkuh
dengan laki-laki lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon terjadi pada 2 (dua) tahun 1 (satu) tahun yang
lalu, keduanya berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo diperiksa secara
verstek, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan yang
diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai
dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg.
juncto Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim
memberikan beban pembuktian (bewijstlast/burden of proof) kepada
Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni fotokopi Kartu Tanda
Penduduk (P.1), fotokopi Surat Keterangan (P.2), fotokopi Surat
Keterangan Nikah Tidak Tercatat (P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa  selanjutnya Majelis Hakim akan
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mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon
tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk)
merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-
undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2
ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1985 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan
Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai)
yang diubah dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor
10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan cocok dengan aslinya (vide:
Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama
PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pogung Raharjo, 7 Agustus 1971,
jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani dan
kewarganegaraan Indonesia, merupakan penduduk Kabupaten Lampung
Timur yang bertempat kediaman di Dusun V, RT.025 RW.005, Desa
Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung
Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht)
dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian, maka harus
dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten
Lampung Timur yang bertempat kediaman di Dusun V, RT.025 RW.005,
Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten
Lampung Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan)
merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-
undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2
ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1985 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
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Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan
Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai)
yang diubah dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor
10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan cocok dengan aslinya (vide:
Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa NAMA adalah pasangan
suami istri warga Pogungraharjo, Kecamatan Sekampung Udik,
Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
(volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan)
merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-
undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2
ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1985 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan
Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai)
yang diubah dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor
10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan cocok dengan aslinya (vide:
Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa nama NAMA tidak tercatat
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten
Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig
bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh
Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide:
Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya
(vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide:
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Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh
Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh
Pemohon tentang peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, wali,
saksi, mahar dan ijab gabul dalam pernikahan Pemohon dan Termohon,
status Pemohon dan Termohon sebelum melangsungkan pernikahan,
Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda dan
sesusuan, Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah lagi dengan
siapapun, tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan isbat
nikah, tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah,
Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon berikut faktor penyebabnya, Pemohon dan
Termohon telah berpisah rumah, tempat kediaman Pemohon dan
Termohon setelah berpisah rumah, nafkah Termohon setelah Pemohon
dan Termohon berpisah rumah, serta perdamaian antara Pemohon dan
Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu,
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana
diatur Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua Pemohon di atas,
dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian Istifadhah,
sebagaimana dimaksud doktrin yang terdapat dalam Kitab Nizamu al
Qadha” fi al Syari'ati al Islamiyah, him. 174, yang diambil alih sebagai
pendapat Majelis Hakim, menyebutkan:

il 5 JLAY) 43 el Lad o) AaliiaVl addey Lo aalall ale iiwe ()5S 3

Artinya: Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu
pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah
diyakini;
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Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam
bukunya Al Figh Al Islami, Juz VII, him. 696, kesaksian tersebut disebut
al Syahadah bi Tasamu’ li Itsbati al Nasbi («il <li¥ adludlls salgll), artinya
kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan
yang dimaksud dengan al Tasaamu’ adalah kesaksian berdasarkan berita
yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

L) G 3] 5 pad) Al aelall

5

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian Istifadhah dan Tasaamu
berdasarkan doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya,
sebagaimana terdapat dalam Nizamu al Qadha’ fi al Syari‘ati al Islamiyah,
him. 175, menyebutkan:

el g sllaall cllddl g AN e Al eVl salg-ill ) gad aglll g e g ALl 2ixd

WY sl g eV sll g Gill 5 Csall g 4d paaa s
Artinya: menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya
membolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal perkawinan, kepemilikan,

wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan

perwalian;

dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab al Figh

al Islami, Juz VII, him. 697, menyebutkan:

sl g S 8 V) Aacalii WL Bl il) J Y Mas dl) des  Aiias sl pLa¥1 J8
Artinya: Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian Istifadhah dapat
diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

Selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis
Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak melihat sendiri
peristiwva pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun saksi
mengetahui dan meyakini Pemohon dan Termohon sebagai pasangan
suami istri karena mereka telah hidup serumah sejak tiga puluh dua tahun
lebih, telah dikaruniai anak, masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat

hubungan keduanya sebagai suami istri, dan keterangan saksi tersebut
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saling berkaitan, maka dengan mendasarkan kepada doktrin-doktrin
tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kesaksian dua orang saksi
tersebut harus dianggap telah memenuhi ketentuan syarat materil
sebagaiman dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh
Pemohon tentang pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berikut
faktor penyebabnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah,
tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah berpisah rumah,
nafkah Termohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, serta
perdamaian antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat,
didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. juncto
Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai
nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam
perkara a quo;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi
ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang
terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Oleh karena
itu, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi-saksi Pemohon dapat diterima
sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan nilai kebenaran yang
terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan
Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh
Pemohon, maka terbukti fakta kejadian (feitelijke grond) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan
menurut tata cara agama Islam pada tanggal 27 Maret 1990 di
Pogungraharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung
Timur;

2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah

NAMA, ayah kandung Termohon;
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3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dihadiri oleh 2 (dua)
orang saksi nikah masing-masing bernama XXX, dengan mas kawin
berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar
tunai;

4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon terdapat ijab dan
gabul antara NAMA, sebagai wali nikah dengan Pemohon;

5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus
jejaka dan Termohon berstatus perawan;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas kehendaknya sendiri,
tanpa paksaan dari siapapun;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah,
semenda dan sesusuan, serta tidak ada masyarakat yang
mempermasalahkan pernikahan keduanya;

8. Bahwa Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain,
begitu juga dengan Termohon, ia tidak pernah menikah lagi dengan
laki-laki lain;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai bukti pernikahan;

10. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
bersama;

11. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

12. Bahwa sejak tahun 2002 antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon disebabkan Termohon sering meminta uang belanja yang
lebih terhadap Pemohon dan Termohon tidak taat dan patuh terhadap
Pemohon;

14. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 (dua)
tahun 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang;

15. Bahwa pada saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah anak
Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama,;

16. Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon tidak pernah memberikan
nafkah kepada Termohon;
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17. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (feitelijke grond) di
atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (rechtelijke grond) sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan
menurut tata cara agama Islam pada tanggal 27 Maret 1990;

2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah
NAMA, ayah kandung Termohon, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi
nikah masing-masing bernama XXX, dengan mas kawin berupa uang
sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta
terdapat ijab dan gabul antara NAMA, sebagai wali nikah dengan
Pemohon;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah,
semenda dan sesusuan;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Termohon sering meminta uang belanja
yang lebih terhadap Pemohon dan Termohon tidak taat dan patuh
terhadap Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah
mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun 1 (satu)
bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa  selanjutnya  Majelis Hakim  akan
mempertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon satu demi
satu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor
1 (satu) yang meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan
Pemohon untuk seluruhnya, karena berkaitan dengan petitum selanjutnya,
maka akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan
petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor
2 (dua) yang meminta agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan
Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan
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sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon diajukan
dalam rangka penyelesaian perceraian. Karena itu, sesuai dengan Pasal 7
ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut patut
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara a quo,
terbukti Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan
menurut tata cara agama Islam pada tanggal 27 Maret 1990 di Wilayah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung
Timur, pernikahan tersebut telah memenuhi semua rukun dan syarat
sahnya suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam sebagaimana
dimaksud Pasal 14, 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon dan Termohon tidak
ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud
Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam,
serta surat an-Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pernikahan Pemohon
dan Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan
peraturan perundang-undangan. Karena itu, pernikahan Pemohon dan
Termohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di
atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti, sehingga petitum
permohonan Pemohon nomor 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor
3 (tiga) yang meminta agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon
untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, Majelis Hakim
memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Perkawinan ialah ikatan lahir

bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri
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dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan tersebut telah
mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria
dengan seorang wanita, melainkan juga ikatan batin, dalam arti antara
suami dan istri harus ada ikatan bathin berupa rasa saling mencintai,
menghormati dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta
hukum dalam perkara a quo di atas, dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga
kebahagiaan dalam berumah tangga yang diharapkan oleh setiap
pasangan suami istri tidak dapat dirasakan lagi oleh Pemohon dan
Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas disebabkan
Termohon kurang patuh kepada Pemohon dan Termohon selingkuh
dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi
antara Pemohon dan Termohon dengan sebab sebagaimana tersebut di
atas telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun 1
(satu) bulan yang lalu hingga sekarang. Dengan fakta tersebut Majelis
Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah mengabaikan prinsip
tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana diatur Pasal 32 ayat
(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang
mengharuskan suami istri (in casu Pemohon dan Termohon) memiliki
tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri
tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta Pemohon dan Termohon telah
berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan yang lalu hingga
sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rentang waktu berpisah
rumah tersebut antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang
baik dan antara keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya
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masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat
(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
serta Pasal 80 dan (83) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dinilai telah terjadi secara
terus-menerus;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran
secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan
keduanya sulit untuk menggapai tujuan rumah tangga sebagaimana diatur
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni
mewujudkan rumah tangga yang sakinah (tentram), mawadah (saling
mencintai) dan rahmah (saling menyayangi), sehingga Majelis Hakim
berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih antara
keduanya telah ada upaya perdamaian, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat
mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan
mendatangkan  kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan
menimbulkan kemudaratan, baik bagi Pemohon atau Termohon, sehingga
meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci
oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga
Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih
mengandung kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon. Hal tersebut
sesuai dengan pendapat yang termaktub dalam kitab Hikmat al-Tasyri Wa
Falsafatuh halaman 57, yaitu sebagai berikut:

Sl o dall e agidalad (IS Y a8 K @Ml Jab afall & 5L )
Lo Legide o) 36yl

Artinya : “Sesungguhnya Pembuat Syari’at (Allah Swt.) Yang Maha
Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya,

kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami

atau istri atau bagi keduanya’.
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Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Pemohon
telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Gugatan tersebut dalam ayat (1)
dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-
sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak
keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”. Dengan
demikian, untuk dikabulkannya permohonan cerai talak dengan alasan
sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
maka harus diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut dan telah mendengar pihak keluarga atau orang yang dekat
dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang
dekat dengan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim di hadapan sidang
telah mendengar keterangan dimaksud. Adapun mengenai sebab
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dalam
perkara a quo ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon
bertengkar disebabkan Termohon kurang patuh kepada Pemohon dan
Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Dengan demikian, ketentuan
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu
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mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat al-Bagarah ayat 227, yaitu
sebagai berikut:
Mo gt 1 03 B 15032 )5
Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di
atas, permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan.
Karena itu, berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam,
petitum permohonan Pemohon nomor 3 (tiga) patut dikabulkan dengan
memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji
terhadap Termohon sebagaimana tersebut dalam dictum putusan a quo;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud,
berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan kemudian oleh
Pengadilan setelah putusan izin cerai a quo berkekuatan hukum tetap,
dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor
4 (empat) yang meminta agar Pengadilan menetapkan biaya perkara
menurut hukum, Majelis Hakim memberikan peritimbangan sebagai
berikut;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo patut dibebankan
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kepada Pemohon. Dengan demikian, petitum permohonan Pemohon

nomor 4 (empat) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di
atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 (satu) patut
dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan
dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan
Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret
1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik,
Kabupaten Lampung Timur;

4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Sukadana;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami,
Fatkul Mujib, S.H.l.,, M.H., sebagai Ketua Majelis, Sena Siti Arafiah,
S.Sy., M.Si., dan Khatimatus Sa’adah, S.H.l., M.H, masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi
Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Faizal Habib, S.H.l., sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa
hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si. Fatkul Mujib, S.H.l.,, M.H.
Hakim Anggota,

Khatimatus Sa’adah, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

Faizal Habib, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP Rp 60.000,00
2. Biaya proses Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Rp825.000,00
4. Biaya meterai Rp 10.000,00 +

Rp945.000,00
(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 hal., Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24



